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RANCANGAN

UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA

NOMOR...TAHUN…

TENTANG

KETAHANANKELUARGA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang:a. bahwauntukmewujudkanmasyarakatadil,makmur,sejahtera,

dan beradab diperlukan adanya ketahanan keluarga yang

berperan penting dalam pembangunan nasional yang

dilaksanakanberdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasar

NegaraRepublikIndonesiaTahun1945;

b. bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat

merupakanmodaldasarbagipembangunannasionaldanpilar

utamaketahanannasionaldihadapkanpadakerentanansosial

akibat pengaruh globalisasiyang menyebabkan terjadinya

pergeseran nilai-nilailuhur budaya bangsa dalam tatanan

keluarga,sehingga diperlukan kebijakan ketahanan keluarga

sebagai arus utama dalam pembangunan nasional yang

berpihakpadapelindungandankepentingankeluarga;

c. bahwa peraturan perundangan-undangan yang mengatur

mengenaikeluargamasihparsialdanbelum dapatmemenuhi

kebutuhan hukum masyarakat,sehingga diperlukan Undang-

Undang yang secara komprehensif mengatur mengenai

ketahanankeluarga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa,hurufb,danhurufcperlumembentukUndang-

Undangtentangketahanankeluarga;

Mengingat:(1)Pasal20,Pasal21,Pasal28B,Pasal28C,danPasal28Gayat(1)

Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945;

(2)KetetapanMajelisPermusyawaraanRakyatNomorVI/MPR/2001

tentangEtikaKehidupanBerbangsa;

DenganPersetujuanBersama

DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA

dan

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:UNDANG-UNDANGTENTANGKETAHANANKELUARGA.
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BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Undang-Undanginiyangdimaksuddengan:

1. Ketahanan Keluarga adalah kondisidinamik suatu Keluarga yang memiliki

keuletandanketangguhansertamengandungkemampuanfisikmaterildan

psikis mentalspiritualguna hidup mandiridan mengembangkan diridan

Keluarganyauntukhidupharmonisdalam meningkatkankesejahteraanlahir

dankebahagiaanbatin.

2. Keluargaadalahunitterkecildalam masyarakatdariperkawinanyangsahyang

terdiridarisuamiistri,atausuamiistridanAnaknya,atauayahdanAnaknya,

atauibudanAnaknya,ataukeluargasedarahdalam garisluruskeatasatauke

bawahsampaidenganderajatketiga.

3. Anakadalahseseorangyangbelum berusia18(delapanbelas)tahun,termasuk

anakyangmasihdalam kandungan.

4. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya dalam menciptakan,

mengoptimalisasikankeuletan,danketangguhanKeluargauntukberkembang

gunahidupharmonisdalam meningkatkankesejahteraanlahirdanbatin.

5. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,

berwawasankedepan,bertanggungjawab,harmonisdanbertakwakepada

TuhanYangMahaEsa.

6. Kerentanan Keluarga adalah hal-halyang menyebabkan gangguan kepada

Keluargadalam menjalankanfungsinyadanberpotensimendatangkanrisiko

Keluarga.

7. KeluargaRentanadalahKeluargayangberisikomengalamimasalahinternal

maupuneksternalsehinggatidakdapatmengembangkanpotensinya,sebagai

akibatdarikeadaanfisikdan/ataunonfisiknya.

8. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasionalyang selanjutnya

disebut BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian setingkat

menteriyang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab

kepadaPresiden.

9. PusatLayananKetahananKeluargayangselanjutnyadisebutPLKK adalah

wadahkegiatanterpaduyangmudahdiaksesolehmasyarakatsebagaipusat

kegiatan pelayanan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan dalam bentuk

pendidikaninformal,pelatihan,konsultasi,sertarujukan.

10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaanpemerintahanNegaraRepublikIndonesiayangdibantuolehwakil

presidendanmenterisebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasar

NegaraRepublikIndonesiaTahun1945.

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara

pemerintahandaerahyangmemimpinpelaksanaanurusanpemerintahanyang
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menjadikewenangandaerahotonom.

Pasal2

KetahananKeluargadiselenggarakandenganberasaskan:

a. keimanandanketakwaankepadaTuhanYangMahaEsa;

b. kekeluargaan;

c. pencegahan;

d. kemanusiaan;

e. keadilan;

f. keseimbangan;

g. kemanfaatan;

h. pelindungan;

i. partisipatif;

j. kesinergian;

k. nondiskriminatif;dan

l. berkelanjutan.

Pasal3

PembangunanKetahananKeluargabertujuanuntuk:

a. menjadikan Keluargasebagaititiksentraldan asetpembangunan nasional

berdasarkanPancasiladanUndang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia

Tahun1945;

b. menciptakanlingkunganyangmendukungKetahananKeluarga;

c. memastikan peran pemerintah,pemerintah daerah,dan masyarakatdalam

mendukungKetahananKeluargasecaraaktif;

d. meningkatkanpelindungananggotaKeluarga;

e. menguatkanfungsiKeluargasebagaiinstitusipertamadanutamapembangun

manusiaberkualitassertamasyarakatyangberadabdansejahtera;dan

f. mewujudkan Keluarga Indonesia yang menyadari, memahami, dan

melaksanakanhakdankewajibannyasecaraseimbang.

BABII

PEMBANGUNANKETAHANANKELUARGA

BagianKesatu

Umum

Pasal4

PembangunanKetahananKeluargadiutamakanbersifathuludenganmeningkatkan

keterampilan hidup Keluarga agarmampu menjalankan fungsiKeluarga,serta

mencegahataumeminimalisasirisikokerentanansepanjangtahapperkembangan
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Keluarga.

BagianKedua

KomponenKetahananKeluarga

Pasal5

(1) Pembangunan Ketahanan Keluarga harus mencakup komponen Ketahanan

Keluarga.

(2) KomponenKetahananKeluargasebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiri

dari:

a. ketahananmental-spiritual;

b. ketahananfisik-ekonomi;

c. ketahanansosial;dan

d. ketahananpsikologis.

Pasal6

Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan mental-spiritualsebagaimana

dimaksudpadaPasal5ayat(2)hurufa,PembangunanKetahananKeluargaharus

memerhatikandanmewujudkankemampuananggotaKeluargadalam pembangunan

mental-spiritualmelaluipenguatankeimanandanketakwaankepadaTuhanYang

MahaEsa.

Pasal7

Dalam upaya pemenuhan komponen ketahanan fisik-ekonomi sebagaimana

dimaksudpadaPasal5ayat(2)hurufb,PembangunanKetahananKeluargaharus

memerhatikandanmewujudkanpemenuhankebutuhandasarKeluargameliputi:

a. pangandangizi;

b. sandang;

c. tempattinggal

d. pendidikan;

e. kesehatan;

f. pekerjaan;dan

g. rasaaman.

Pasal8

Dalam upayapemenuhankomponenketahanansosialsebagaimanadimaksudpada

Pasal5ayat(2)hurufc,PembangunanKetahananKeluargaharusmemerhatikandan

mewujudkankemampuansosialanggotaKeluargameliputi:

a. kemampuanmembangunkomunikasiyangefektif;

b. kemampuanmemeliharadanmeningkatkankomitmen;

c. kemampuanmemeliharahubungansosial;dan

d. kemampuanmengelolatekanandan/ataukrisis.
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Pasal9

Dalam upayapemenuhankomponenketahananpsikologissebagaimanapadaPasal

5ayat(2)hurufd,PembangunanKetahananKeluargaharusmemerhatikandan

mewujudkan kemampuan anggota Keluarga dalam mengelola emosi dan

membangunkonsepdiripositifdalam pemenuhantugasperkembanganKeluarga.

BagianKetiga

TahapPerkembanganKeluarga

Pasal10

(1) PembangunanKetahananKeluargamenjadikantahapperkembanganKeluarga

sebagaiacuanpendekatandalam perencanaansertaimplementasikebijakan

danprogram.

(2) Tahapperkembangankeluargasebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:

a. persiapanberkeluarga;

b. keluargabarumenikah;

c. kelahirananak;

d. keluargadengananakprasekolah;

e. keluargadengananakusiasekolah;

f. keluargadengananakberusiaremaja;

g. keluargaketikaanakmulaimeninggalkanrumah;

h. keluargapadausiasetengahbaya;dan

i. keluargalanjutusia.

Pasal11

Pembangunan Ketahanan Keluarga pada tahap perkembangan Keluarga

memerhatikan keberfungsian Keluarga dalam upaya untuk memenuhifungsi

instrumentaldalam perolehannafkahdanekonomimaupunfungsiekspresifberupa

cintakasih,agama,pendidikan dan pengasuhan,reproduksi,pelindungan,sosial

budaya,danpembinaanlingkungan.

Pasal12

PembangunanKetahananKeluargapadatahapperkembanganKeluargadiarahkan

untukmenguatkandan meningkatkankapasitasKeluargaagardapatmengelola

sumber dayanya serta meningkatkan dan memperluas kesempatan dalam

mewujudkanKeluargaBerkualitas.

BagianKeempat

PengarusutamaanKetahananKeluarga

Pasal13

(1) Pengarusutamaan Ketahanan Keluarga merupakan strategi yang



DRAFTRUUKETAHANANKELUARGA
BAHANPANJA16NOVEMBER2020

-6-

mengintegrasikan perspektif Ketahanan Keluarga secara rasional dan

sistematispadasetiaptahapdansikluspembangunan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan

pengarusutamaanKetahananKeluargadalam setiapkebijakanmeliputisemua

bidangdanlintasbidangpembangunan.

Pasal14

PengarusutamaanKetahananKeluargamencakupaspek-aspek:

a. pemenuhanhakdasarKeluarga;

b. pelindungandariKerentananKeluarga;

c. pelindungankhususKeluarga;dan

d. pemenuhanhakaksesinformasibagiKeluarga.

Pasal15

Perkembangan pengarusutamaan Ketahanan Keluarga wajib dilaporkan dalam

laporanevaluasiprogram denganmenyertakanindikatorKetahananKeluargayang

mencerminkanpenurunanrisikoKerentananKeluargasecaranasional,provinsi,dan

kabupaten/kota.

Pasal16

Dokumenperencanaan,penganggaran,laporanpelaksanaanprogram pembangunan,

laporanpemantauandanevaluasiRencanaPembangunanNasional,Daerah,dan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga mencerminkan perspektif Ketahanan

KeluargasebagaibentukafirmasipelaksanaanstrategipengarusutamaanKetahanan

Keluarga.

Pasal17

KetentuanlebihlanjutmengenaipengarusutamaanKetahananKeluargadiaturdalam

PeraturanPemerintah.

BABIII

RENCANAINDUKPEMBANGUNANKETAHANANKELUARGA

Pasal18

(1) RencanaIndukPembangunanKetahananKeluargayangselanjutnyadisebutRI-

PKKmerupakanpedomanPembangunanKetahananKeluarga.

(2) RI-PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadiacuan rencana

pembangunanjangkapanjangnasionaldanmenjadidasardalam penyusunan

rencanapembangunanjangkamenengahnasional.

Pasal19
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(1) RI-PKKdisusununtuk:

a. jangkapanjang;

b. jangkamenengah;dan

c. tahunan.

(2) RI-PKKjangkapanjangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadisusun

untukjangkawaktu25(duapuluhlima)tahundandapatditinjaukembali1

(satu)kalidalam 5(lima)tahun.

(3) RI-PKKjangkamenengahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdisusun

untukjangkawaktu5(lima)tahun.

(4) RI-PKKtahunansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcdisusununtuk

jangkawaktu1(satu)tahun.

Pasal20

(1) RI-PKKsebagaimanadimaksuddalam Pasal19disusunolehPemerintahPusat.

(2) PemerintahPusatdalam menyusunRI-PKKsebagaimanadimaksudpadaayat

(1) mempertimbangkan masukan dan berkoordinasi dengan pemangku

kepentinganterkait.

(3) RI-PKKyangdisusunharusdilaporkankepadaDewanPerwakilanRakyat.

Pasal21

RI-PKKdisusundenganmemperhatikanpalingsedikit:

a. pemenuhankomponenKetahananKeluarga,tahapanperkembanganKeluarga,

danaspek-aspekpengarusutamaanKeluarga;

b. kebermanfaatanbagipeningkatankualitasdankapasitasKeluarga,kemandirian,

dankesejahteraanKeluarga;

c. agama,sosialbudaya,dankearifanlokalyangtumbuhdimasyarakat;

d. perkembanganilmupengetahuandanteknologi;dan

e. perkembanganlingkunganstrategis.

Pasal22

RI-PKKpalingsedikitmeliputi:

a. visi,misi,danstrategiPembangunanKetahananKeluarga;

b. sasarandantahapancapaianPembangunanKetahananKeluarga;

c. saranadanprasanaPembangunanKetahananKeluarga;

d. kebijakanpengembanganlingkunganramahKeluarga;

e. pengembangansistem informasiPembangunanKetahananKeluarga;serta

f. pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusatdan Pemerintah

Daerahdalam PembangunanKetahananKeluarga.

Pasal23

(1) Kementerian/lembaga pemerintah wajib menindaklanjuti RI-PKK dalam

program kerjakementerian/lembagasesuaidengantugasdankewenangannya.

(2) TindaklanjutRI-PKKsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaporkansecara
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terintegrasidenganlaporankinerjakementerian/lembaga.

Pasal24

Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga

provinsi/kabupaten/kota dengan mengacu pada RI-PKK dan menindaklanjutinya

dalam program kerjadidaerahnyamasing-masing.

Pasal25

(1) PemantauandanevaluasiterhadappelaksanaanRI-PKK dilaksanakanoleh

PemerintahPusatdanPemerintahDaerah.

(2) Pemantauan dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)dengan

menggunakanindikatorKetahananKeluarga.

Pasal26

KetentuanlebihlanjutmengenaiRI-PKKdiaturdenganPeraturanPemerintah.

BABIV

LINGKUNGANRAMAHKELUARGA

BagianKesatu

Umum

Pasal27

(1) Dalam rangkamencapaitujuanPembangunanKetahananKeluarga,Pemerintah

Pusatdan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mewujudkan kebijakan

pengembanganlingkunganramahKeluarga.

(2) Kebijakanpengembanganlingkunganramahkeluargameliputi:

a. pekerjaanramahKeluarga;dan

b. wilayahramahKeluarga.

BagianKedua

PekerjaanRamahKeluarga

Pasal28

(1) Pemerintah Pusatdan PemerintahDaerah bertanggung jawab mewujudkan

kebijakanpengembanganpekerjaanramahKeluargasebagaimanadimaksud

dalam Pasal27 ayat(2)hurufa yang dapatdilaksanakan dilembaga

pemerintahdannonpemerintah.

(2) KebijakanpengembanganpekerjaanramahKeluargadiinstansinonpemerintah

dilaksanakan melaluikerjasamadengan pemangku kepentingan dibidang

ketenagakerjaan.

(3) IndikatorpekerjaanramahKeluargameliputi:

a. pengaturanaktivitasbekerjayangramahKeluarga;
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b. pemberian kesempatan untuk mengikutipemeriksaan kesehatan dan

bimbinganpraperkawinansertacutiperkawinanpalingsedikit1(satu)

pekan;

c. pemberiancutidimasakehamilandancutikelahiranbagiperempuan

pekerjapalingsedikit6(enam)bulan,cutiistrimelahirkanbagilaki-laki

pekerjapalingsedikit3(tiga)hari,tanpakehilanganhaknyaatasupahatau

gajidanposisipekerjaannya;

d. pemberiankesempatanuntukmengurusAnakatauorangtuayangsedang

sakitkeras,operasi,ataumeninggal.

e. pemberiankesempatanuntukmenyusui,menyiapkan,danmenyimpanair

susuibuperah(ASIP)selamawaktukerja;

f. pengadaanfasilitaskhususuntukmenyusuiditempatkerjadandisarana

umum;

g. pemberiankesempatancutidiluartanggunganselama2(dua)tahunbagi

perempuanpekerjayangmembutuhkanwaktupengasuhankhusus;

h. pemberian kesempatan bagipekerja yang memilikiAnakpenyandang

disabilitasuntukmendapatkanperjanjiankerjayangdisesuaikandengan

kebutuhanpekerjadanpemberikerja;

i. pemberianhaktunjangankeluargabagipekerjayangbertindaksebagai

pengampudalam Keluarganya.

BagianKetiga

WilayahRamahKeluarga

Pasal29

(1) Pemerintah Pusatdan PemerintahDaerah bertanggung jawab mewujudkan

kebijakan pengembangan wilayah ramah Keluarga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal27 ayat(2)hurufb melaluikerja sama dengan pemangku

kepentingandiberbagaibidang.

(2) IndikatorwilayahramahKeluargameliputi:

a. kondisiwilayahyangmanusiawi,sehat,aman,dannyaman;

b. memilikisaranadanprasaranaibadah,pendidikan,kesehatan,olahraga,

tamanpenitipananak,sertaruangterbukapublikuntukrekreasi;dan

c. ketersediaanfasilitasitempattinggallayakhunibagiKeluargaRentan.

Pasal30

Ketentuan lebih lanjut mengenaikebijakan pengembangan lingkungan ramah

keluargasebagaimanadimaksuddalam Pasal27sampaidenganPasal29diatur

dalam PeraturanPemerintah.

BABV
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PELINDUNGANKETAHANANKELUARGA

BagianKesatu

Umum

Pasal31

PelindunganKetahananKeluargameliputi:

a. pelindunganeksistensiKeluarga;

b. pelindunganlegalitasKeluarga;dan

c. pelindunganKeluargadarikerentanan.

Pasal32

Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah wajib melindungieksistensiKeluarga

sebagaimanadimaksuddalam Pasal31hurufadariancamanfisikdannonfisik

sesuaidengan norma agama,etika sosial,dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal33

(1) Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasiaksesibilitas

masyarakatuntuk mendapatkan legalitas Keluarga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal31hurufbsesuaidenganperaturanperundang-undangan.

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan berdasarkan

prinsip:

a. pemberianhakkepadamasyarakatatasinformasiyangberkaitandengan

penyelenggaraanpelayanan;

b. kejelasandankemudahanprosedurpelayanan;

c. kepastiandanketerjangkauanbiayapelayanan;dan

d. efisiensiwaktupenyelesaianpelayanan.

Pasal34

PelindungandariKerentananKeluargasebagaimanadimaksuddalam Pasal31huruf

cmeliputi:

a. PencegahanKerentananKeluarga;dan

b. PenangananKerentananKeluarga.

BagianKedua

PencegahanKerentananKeluarga

Paragraf1

Umum

Pasal35

(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahwajibmelaksanakanpencegahan
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KerentananKeluarga.

(2) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dilakukanuntukmenghindariataumeminimalisasipeluangterjadinyasituasi

dankondisirentanpadasetiaptahapperkembanganKeluarga.

(3) Pencegahan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dengan melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas

KetahananKeluarga.

Pasal36

Peningkatan kualitas dan pengembangan kapasitas Ketahanan Keluarga

sebagaimanadimaksuddalam Pasal35ayat(3)dilaksanakanmelalui:

a. pendidikanKetahananKeluarga;

b. pelatihanKetahananKeluarga;dan

c. konsultasiKetahananKeluarga.

Paragraf2

PendidikanKetahananKeluarga

Pasal37

PendidikanKetahananKeluargasebagaimanadimaksuddalam Pasal36hurufa

merupakan usaha sadardan terencana untuk memberikan pengetahuan dan

pemahamanserta menanamkannilai-nilaiKeluargauntukmewujudkansuasana

belajardanprosespembelajaranagarsecaraaktifmengembangkanpotensidirinya

untuk memilikikekuatan spiritual,keagamaan,pengendalian diri,kepribadian,

kecerdasan,akhlakmulia,sertaketerampilanyangdiperlukanagardapatberperan

sertadalam KetahananKeluarga.

Pasal38

(1) PendidikanKetahananKeluargadilaksanakanberdasarkannilai-nilaiKeluarga

dalam upaya menguatkan strukturkeluarga,fungsikeluarga,membangun

harmonisasiinteraksikeluarga,menumbuhkankecintaankepadakeluargasejak

dini,danmembentukKeluargaBerkualitas.

(2) Nilai-nilaiKeluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)merupakan inti

kurikulum PendidikanKetahananKeluarga.

Pasal39

(1) Kurikulum pendidikanKetahananKeluargasebagaimanadimaksuddalam Pasal

38ayat(2)meliputisubstansikomponenmuatanwajib,muatanlokal,dan/atau

pengembangandiripadajalurpendidikanformal,nonformal,daninformalpada

semuajenisdanjenjangpendidikan.

(2) PendidikanKetahananKeluargasebagaimanayangdimaksudpadaayat(1)

terdiridarimuatankognitif,afektif,danpsikomotorikyangdilaksanakansecara

terpadu dan kontekstualsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan.

(3) PendidikanKetahananKeluargadilaksanakansejakpendidikanAnakusiadini

hinggapendidikantinggi.

Pasal40

Pendidikan Ketahanan Keluarga pada jalurpendidikan formal,non formal,dan

informaldiselenggarakan oleh kementerian yang membidangipendidikan dan

kementerianyangmembidangikeagamaan.

Pasal41

(1) PendidikanKetahananKeluargadapatdilaksanakanmelaluimediaelektronik.

(2) Pendidikan Ketahanan Keluarga melalui media elektronik sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dapatberupaprogram audio,visual,atauaudiovisual

yangramahAnakdanramahKeluarga,yangdisiarkanmelaluimediadaringdan

medialuringkepadamasyarakatluas.

Pasal42

Ketentuan lebih lanjut mengenaipendidikan Ketahanan Keluarga pada jalur

pendidikanformal,nonformal,daninformal,sertapendidikanKetahananKeluarga

melaluimediaelektronikdiaturdalam PeraturanPemerintah.

Paragraf3

PelatihanKetahananKeluarga

Pasal43

(1) PelatihanKetahananKeluargasebagaimanadimaksuddalam Pasal36hurufb

merupakanprosesbelajarmengenaiKetahananKeluargauntukmemperoleh

keterampilan agardapatmencapaiefektivitas dalam melaksanakan tugas

dalam kehidupan berkeluarga melalui pengembangan proses berpikir,

pengetahuan,sikap,kecakapandankemampuanagardapatberperanserta

mewujudkanKetahananKeluarga.

(2) PelatihanKetahananKeluargasebagaimanadimaksudpadaayat(1),dapat

berupapelatihan:

a. polapengasuhanAnaktermasukpengasuhanAnakberkebutuhankhusus;

b. harmonisasiinteraksidankomunikasiKeluarga;

c. manajemenkonflikdanmanajemenstres;

d. manajemenkeuanganrumahtangga;dan

e. kewirausahaanKeluarga.

(3) Pelatihan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakanolehlembagapelatihanpemerintahdannonpemerintahdi

tingkatpusatdandaerah.
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(4) KetentuanlebihlanjutmengenaipelatihanKetahananKeluargadiaturdalam

PeraturanPemerintah.

Paragraf4

KonsultasiKetahananKeluarga

Pasal44

(1) KonsultasiKetahananKeluargasebagaimanadimaksuddalam Pasal36hurufc

merupakansuatubentukpertukaranpikiran,bimbingan,danbantuanuntuk

mendapatkan nasihat dan saran yang sebaik-baiknya dalam upaya

memecahkanmasalahKeluarga,mengatasikonflikdanstresyangdihadapi

dalam kehidupanberkeluarga,sertamenjagaharmonisasiinteraksiKeluarga.

(2) KonsultasiKetahananKeluargadibimbingolehkonsultanKetahananKeluarga.

Pasal45

(1) Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah dapatmenyediakan konsultan

KetahananKeluarga.

(2) KonsultanKetahananKeluargasebagaimanadimaksudpadaayat(1)bertugas

antaralainuntuk:

a. memberikanbimbingan,konsultasi,danmotivasibagiKeluarga;dan

b. melakukanmediasidanpendampinganterhadappermasalahanKeluarga.

Pasal46

Ketentuan lebih lanjutmengenaiKonsultasiKetahanan Keluarga diaturdalam

PeraturanPemerintah.

BagianKetiga

PenangananKerentananKeluarga

Pasal47

(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahwajibmelaksanakanpenanganan

KerentananKeluarga.

(2) Penanganan Kerentanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

dilakukan dengan memberikan fasilitasiuntuk membantu dan mendukung

Keluargadalam menghadapisituasirentanataukrisisagarmemilikikelentingan

Keluarga.

(3) Situasirentan atau krisisKeluargasebagaimanadimaksud dalam ayat(2)

meliputi:

a. keterpurukanekonomi;

b. kematianorangtua;

c. kerentanansosialKeluarga;dan

d. perbuatanyangbertentangandengannilai-nilailuhurbangsayang

berlandaskanPancasila.
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(4) Fasilitasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatberupa:

a. stimulanpemberdayaanekonomiKeluarga;

b. pelayananpendidikan,danjaminankesehatan;

c. perlindunganKeluargadarisituasiyangmembahayakan;

d. pemeliharaandanperlindungandaripenelantarandanlingkunganyang

membahayakanataumenghambattumbuhkembangAnak;

e. rehabilitasisosial;

f. rehabilitasipsikologis;

g. bimbinganrohani;

h. konseling;dan

i. rehabilitasimedis.

Pasal48

(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahmemprioritaskanpencegahandan

penangananKerentananKeluargasecarakhususpada:

a. situasikonflik;

b. situasibencanaalam;

c. penyandangdisabilitas;

d. letakgeografiswilayah;dan

e. situasikhususlainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjutmengenaipencegahan dan penanganan Kerentanan

Keluargasecarakhusussebagaimanayang dimaksud padaayat(1)diatur

dalam PeraturanPemerintah.

BABVI

KELEMBAGAAN

Pasal49

(1) TugaspemerintahandibidangKetahananKeluargadilaksanakanolehBKKBN.

(2) BKKBNberkedudukandiibukotanegaraRepublikIndonesia.

Pasal50

(1) BKKBN bertugas merumuskan,menyelenggarakan,dan mengkoordinasikan

kebijakandibidangKetahananKeluarga.

(2) Dalam menyelenggarakan kebijakan Ketahanan Keluarga sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),BKKBN berkoordinasidengankementerian/lembaga

pemerintahterkaitsertaPemerintahDaerah.

Pasal51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal50,BKKBN

menyelenggarakanfungsi:

a. penyusunanRencanaIndukPembangunanKetahananKeluarga;

b. perumusankebijakandibidangKetahananKeluarga;
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c. penetapannorma,standar,prosedur,dankriteriadibidangKetahananKeluarga;

d. pelaksanaanadvokasidankoordinasidibidangKetahananKeluarga;

e. pencegahandanpenangananKerentananKeluarga;

f. mediasipemenuhanhaknafkahKeluargadanhakasuhAnak;

g. komunikasi,informasi,danedukasidibidangKetahananKeluarga;

h. pembinaan,pembimbingan,fasilitasi,danpemberianpenghargaan dibidang

KetahananKeluarga;

i. pelatihan,penelitian,danpengembangandibidangKetahananKeluarga;

j. pemantauan,evaluasi,danpelaporandibidangKetahananKeluarga;dan

k. fungsilaindibidangKetahananKeluarga.

Pasal52

Dalam melaksanakantugasdanfungsinya,BKKBNmembentukperwakilanBKKBN

ditingkatprovinsi.

Pasal53

(1) Dalam melaksanakantugasdanfungsinya,BKKBNmembentukPLKK.

(2) PLKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat

kabupaten/kota,kecamatan,dankelurahan.

(3) PLKKdapatdibentukdiperguruantinggi.

(4) PetugasPLKKwajibmenjagakerahasiaanidentitasdatapribadidaninformasi

publikyangdapatmengungkaprahasiapribadidalam Keluargasesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

(5) RahasiaKeluargayangdilayanisebagaimanadimaksudpadaayat(3)hanya

dapatdibuka untuk kepentingan Keluarga atas persetujuan Keluarga yang

bersangkutandanuntukkeperluanpenegakanhukum sesuaidenganketentuan

peraturanperundang-undangan.

(6) KetentuanlebihlanjutmengenaiPLKKdiaturdenganPeraturanBadan.

Pasal54

Ketentuan lebih lanjutmengenaipelaksanaan tugas pemerintahan dibidang

KetahananKeluargasebagaimanadiaturdalam Pasal49sampaidenganPasal53

diaturdenganPeraturanPresiden.

BABVII

SISTEM INFORMASIKETAHANANKELUARGA

Pasal55

(1) BKKBN menyelenggarakan sistem informasiKetahanan Keluarga secara

terintegrasi.

(2) Sistem informasiKetahananKeluargasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

meliputipengumpulan,pengolahan,penyajian,penyampaian,pengelolaan,dan

penyebarluasandatadan/atauinformasitentangKetahananKeluargasesuai
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denganketentuanperaturanperundang-undangan.

(3) Datadan/atauinformasitentangKetahananKeluargasebagaimanadimaksud

padaayat(2)paling sedikitmemuatdataterpilah Keluarga,permasalahan

utamaKeluarga,danpotensiKeluarga.

(4) Sistem informasiKetahananKeluargadigunakanuntuk:

a. perencanaankebijakan;

b. monitoringdanevaluasi;

c. pusatdatadaninformasi;

d. pengaduan;

e. mediabelajarterkaitdenganKetahananKeluarga;dan

f. basisperencanaanpengembangansumberdayamanusianasional.

(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaisistem informasiKetahananKeluargadiatur

dalam PeraturanPemerintah.

BABVIII

PARTISPASIMASYARAKAT

Pasal56

(1) Dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga,Pemerintah

PusatdanPemerintahDaerahdapatbekerjasamadenganmasyarakat.

(2) Masyarakatyangdimaksudpadaayat(1)terdiridari:

a. perorangan;

b. lembagapendidikan;

c. organisasikeagamaan;

d. organisasisosialkemasyarakatan;

e. lembagaswadayamasyarakat;

f. organisasiprofesi;

g. lembagasosial;dan

h. badanusaha.

Pasal57

(1) Masyarakatmemilikitanggung jawab dan kesempatan yang terbukauntuk

berperandalam PembangunanKetahananKeluarga.

(2) Peran masyarakatdalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana

dimaksudayat(1)meliputi:

a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan

Keluarga;

b. pelestariannilai-nilaidanbudayaluhurbangsadankearifanlokalyang

mendukungPembangunanKetahananKeluarga;dan

c. menggiatkangerakanpemberdayaanKeluargasesuaidengannilai-nilai

yanghidupdimasyarakat.

(3) Partisipasimasyarakatdalam Pembangunan Ketahanan Keluarga mengacu

kepadaasas,tujuan,danlingkupketahanankeluargayangdiaturdalam Undang
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-Undangini.

Pasal58

(1) PeranLembagapendidikansebagaimanadimaksuddalam Pasal56ayat(2)

hurufbdalam PembangunanKetahananKeluargadapatdilaksanakanmelalui:

a. pendidikandanpelatihanKetahananKeluarga;

b. mediaedukasiKetahananKeluargauntukmasyarakat;

c. penyediaandana,jasa,saranadanprasarana,sertamenyelenggarakan

kegiatanyangmendukungKetahananKeluarga;dan

d. pemberianusulan,masukan,dan/atausaranterhadapkebijakan

KetahananKeluargakepadaPemerintahPusatdan/atauPemerintah

Daerah.

(2) LembagapendidikanberupaPerguruantinggiberperandalam Pembangunan

KetahananKeluargamelaluiTriDharmaperguruantinggi.

Pasal59

Peranmasyarakatyangdilaksanakanolehorganisasikeagamaan,organisasisosial

kemasyarakatan,lembagaswadayamasyarakat,organisasiprofesi,danlembaga

sosialsebagaimanadimaksuddalam Pasal56ayat(2)hurufcsampaidenganhuruf

gdapatdilaksanakanmelalui:

a. pendidikandanpelatihanKetahananKeluarga;

b. mediasidanadvokasipenyelesaianpermasalahanKeluarga;

c. mediaedukasiKetahananKeluargauntukmasyarakat;

d. penyediaandana,jasa,saranadanprasarana,sertamenyelenggarakankegiatan

yangmendukungKetahananKeluarga;dan

e. pemberianusulan,masukan,dan/atausaranterhadap kebijakanKetahanan

KeluargakepadaPemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerah.

Pasal60

PeranBadanusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal56ayat(2)hurufhdalam

PembangunanKetahananKeluargadapatdilaksanakanmelalui:

a. pelaksanaan kebijakan pekerjaan ramah Keluarga dilingkungan usahanya

denganmengacupadaindikatorpekerjaanramahKeluarga;

b. penyelenggaraanaktivitasbersamapertemuanKeluargapekerjadilingkungan

usahanya;dan

c. berpartisipasidalam Pembangunan Ketahanan Keluarga melaluikegiatan

tanggungjawabsosialperusahaan.
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BABIX

PENGHARGAAN

Pasal61

(1) PemerintahPusatdapatmemberikanpenghargaankepadaPemerintahDaerah

yangberprestasidanmemilikikontribusiterhadapkeberhasilanPembangunan

KetahananKeluarga.

(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan

penghargaankepadakeluargadanmasyarakatyangberprestasidanmemiliki

kontribusiterhadapkeberhasilanPembangunanKetahananKeluarga.

(3) Penghargaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2),dapatdiberikan

dalam bentukpiagam,plakat,medali,insentiffiskaldannonfiskal,dan/atau

bentuklainsesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenaimekanisme penghargaan diatur dalam

PeraturanPemerintah.

BABX

PENDANAAN

Pasal62

(1) Pendanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjaditanggung jawab

bersamaantaraPemerintahPusat,PemerintahDaerah,danmasyarakat.

(2) SumberpendanaanPembangunanKetahananKeluargadiperolehdari:

a. Pemerintah Pusatyang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan

BelanjaNegara;dan

b. PemerintahDaerahyangdialokasikandalam AnggaranPendapatandan

BelanjaDaerah.

(3) Selainsumberpendanaansebagaimanadimaksudpadaayat(2),pendanaan

Pembangunan Ketahanan Keluarga dapatdiperoleh darimasyarakatdan

sumberlainyangsahdantidakmengikatsesuaidenganketentuanperaturan

perundang-undangan.

Pasal63

PengelolaandanaPembangunanKetahananKeluargasebagaimanadimaksuddalam

Pasal61 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan,efisiensi,transparansi,dan

akuntabilitaspublik.

BABXI

KETENTUANPENUTUP
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Pasal64

Padasaatberlakunyaundang-undang ini,semuaperaturan perundang-undangan

yangberkaitandenganKetahananKeluargayangsudahadadinyatakantetapberlaku

sepanjangtidakbertentangandenganUndang-Undangini.

Pasal65

PeraturanpelaksanaandariUndang-Undanginiharusditetapkanpalinglama2(dua)

tahunterhitungsejakUndang-Undanginidiundangkan.

Pasal66

Pemerintah Pusatharus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang inikepada

Dewan Perwakilan Rakyatpaling lama 3 (tiga)tahun terhitung sejak Undang-

Undanginiberlaku.

Pasal67

Undang-undang inimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.Agarsetiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan

penempatannyadalam LembaranNegaraRepublikIndonesia.

DisahkandiJakartapadatanggal...

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,

JOKOWIDODO

DiundangkandiJakartapadatanggal…

MENTERIHUKUM DANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

YASONNAH.LAOLY

RANCANGANPENJELASAN

ATAS

RANCANGANUNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA
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NOMOR...TAHUN...

TENTANG

KETAHANANKELUARGA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkanbahwasetiaporangberhakuntukmembentukkeluargadan

melanjutkan keturunan melaluiperkawinan yang sah dan mengamanatkan

bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri,keluarga,kehormatan,

martabat,danhartabendayangdibawahkekuasaannya,sertaberhakatasrasa

amandanperlindungandiridariancamanketakutanuntukberbuatatautidak

berbuat sesuatu merupakan hak asasi,sehingga negara berkewajiban

memberikankepastianhukum yangmenjaminterselenggaranyaPembangunan

KetahananKeluargasecarakomprehensifsesuaiperkembangandankebutuhan

hukum masyarakat.

Disamping itu,dalam rangka merealisasikan tujuan negara untuk

mewujudkan masyarakatadil,makmur,sejahtera,dan beradab diperlukan

adanya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang berperan penting dalam

pembangunannasionalyangdilaksanakanberdasarkanPancasiladanUndang-

Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945,sehingga negara

berkewajibanmemajukankesejahteraanumum danmencerdaskankehidupan

bangsa melaluipemberdayaan institusiKeluarga sebagaiunitmasyarakat

terkecildalam negara.

Pembangunan Ketahanan Keluarga hendaknya diselenggarakan sesuai

dengan asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

kekeluargaan, pencegahan, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan,

kemanfaatan,pelindungan,partisipatif,harmonisasi,non diskriminatif,dan

berkelanjutan.PembangunanKetahananKeluargabertujuanuntukmenjadikan

Keluargasebagaititiksentraldanasetpembangunannasional,menciptakan

lingkungan yang mendukung Ketahanan Keluarga, memastikan peran

pemerintah,pemerintahdaerah,danmasyarakatdalam mendukungKetahanan

Keluargasecaraaktif,meningkatkanpelindungananggotaKeluargatermasuk

perempuan,Anak,lansia,danpenyandangdisabilitasdalam Keluarga,serta

menguatkanfungsiKeluargasebagaiinstitusipertamadanutamapembangun

manusiaberkualitassertamasyarakatyangberadabdansejahtera.

Tujuan tersebutmenjadipenting mengingatpengaruh globalisasidan

perkembangandibidangsosial,ekonomi,budaya,sertateknologiinformasi

telahmenyebabkanpergeserannilai-nilailuhurbudayabangsadantatanan

Keluarga,sehinggadiperlukankebijakanKetahananKeluargayangberpihak

padakepentinganKeluargadanmampumemberikanpelindungankepada

Keluarga.Olehkarenaitu,diperlukanpayunghukum agarkebijakanKetahanan

Keluargamemilikikekuatanhukum yangmengikat.
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Pembangunan keluarga diIndonesia saatinimengacu pada Undang-

Undang Nomor52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan

PembangunanKeluargalebihbanyakberfokuspadaperkembanganpenduduk

daripadaPembangunanKeluarga.Dari63Pasalyangtermuatdalam Undang-

UndangNomor52Tahun2009hanya2(dua)pasalmengenaiPembangunan

Keluarga,sebagaimanatercantum dalam BabVIIPembangunanKeluargapada

Pasal47danPasal48.

Namun,Undang-Undang tersebut masih belum mampu menjawab

berbagaitantangan dan persoalan mengingat pengaruh globalisasidan

perkembangandibidangsosial,ekonomi,budaya,sertateknologiinformasi

telahmenyebabkanpergeserannilai-nilailuhurbudayabangsadantatanan

Keluarga.SaatinimasihbanyakdijumpaiKeluargayangmengalamiKerentanan

Keluargadanbelum memilikikelentinganKeluargadalam menghadapikondisi

rentanataukrisispadasepanjang tahap perkembangannya.Disamping itu,

belum menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai arus utama dalam

pembangunan nasionaldan belum spesifik mengaturKetahanan Keluarga.

Padahal,Keluargasebagaibagian unitkecilmasyarakatmerupakan modal

dasardantitiksentralkegiatanpembangunannasional,sehinggaKetahanan

Keluargamenjadipilardalam mewujudkanketahanannasional.Olehkarenaitu,

perlu diatursecara khusus dalam suatu undang-undang tersendiriyang

mengatur Ketahanan Keluarga secara komprehensif sehingga dapat

memberikankepastiandanjaminanhukum bagiKeluarga.

Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga secara umum mengatur

materipokokmengenaiKetentuanUmum,PembangunanKetahananKeluarga,

Rencana Induk Ketahanan Keluarga, Pelindungan Ketahanan Keluarga,

Kelembagaan,Sistem InformasiKetahananKeluarga,PeranSertaMasyarakat,

Penghargaan,PemantauandanEvaluasi,Pendanaan,sertaKetentuanPenutup

yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Ketahanan

Keluargasertapenjelasannya.

II. PASALDEMIPASAL

Pasal1

Cukupjelas.

Pasal2

Hurufa

Yangdimaksuddengan“asaskeimanandanketakwaankepadaTuhan

Yang Maha Esa” adalah bahwa Pembangunan Ketahanan Keluarga

berlandaskanKetuhananYangMahaEsa.

Hurufb

Yangdimaksuddengan“asaskekeluargaan”adalahbahwaPembangunan

Ketahanan Keluarga dilaksanakan dengan mengedepankan nilai

kebersamaan,gotongroyong,tenggangrasa,dantanggungjawabdalam

kehidupanberkeluargadanbermasyarakat.
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Hurufc

Yangdimaksuddengan“asaspencegahan”adalahbahwaPembangunan

KetahananKeluargaharusmengutamakanupayapencegahanmunculnya

KerentananKeluarga.

Hurufd

Yangdimaksuddengan“asaskemanusiaan”adalahbahwaPembangunan

Ketahanan Keluarga memberikan pelindungan dan penghormatan

terhadap harkatdan martabatsetiap Warga Negara Indonesia secara

proporsional.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”adalah bahwa Pembangunan

KetahananKeluargamencerminkankeadilanbagisetiapWargaNegara

Indonesia.

Huruff

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa

Pembangunan Ketahanan Keluarga harus dilaksanakan dengan

memperhatikan keseimbangan aspek antara kehidupan Keluarga dan

masyarakat,fisikdanmental,sertamaterialdanspiritual.

Hurufg

Yangdimaksuddengan“asaskemanfaatan”adalahbahwaPembangunan

KetahananKeluargaharusmemberikanmanfaatbagikemanusiaandan

perikehidupanyangbaikbagisetiapWargaNegaraIndonesia.

Hurufh

Yangdimaksuddengan“asaspelindungan”adalahbahwaPembangunan

KetahananKeluargaharusmemberikanpelindunganbagiKeluargadari

berbagai ancaman dan tantangan yang berpotensi menyebabkan

kerentananKeluarga.

Hurufi

Yangdimaksuddengan“asaspartisipatif”adalahbahwaPembangunan

KetahananKeluargamendorongsetiapanggotakeluargadanmasyarakat

serta pihak-pihak terkait lainnya berperan aktif dalam proses

PembangunanKetahananKeluarga.

Hurufj

Yangdimaksuddengan“asaskesinergisan”adalahbahwaPembangunan

KetahananKeluargaharusdilaksanakandengankesesuaian,sinergisitas,

dan kerja sama antara Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah,dan

masyarakat.

Hurufk

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah bahwa

PembangunanKetahananKeluargatidakmembedakanperlakuandalam

segalahalikhwalyangberhubungandenganmasyarakatatasdasarsuku,

ras,agama,golongan,jeniskelamin,dandisabilitas.

Hurufl
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Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah Pembangunan

Ketahanan Keluarga menjadikan Keluarga sebagaititik sentraldalam

pembangunan nasional dilaksanakan secara terus menerus atau

berkesinambungan.

Pasal3

Hurufa

Cukupjelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Yang dimaksud dengan “manusia berkualitas”adalah individu-individu
dalam Keluargadengankualifikasisebagaiberikut:
a. berimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;
b. sehatjasmanidanrohani;
c. jujur,berbudipekertiluhur,danmemilikisopansantun;
d.bertekadkuat,berani,bekerjakeras,bertanggungjawab,dandisiplin;
e. pembelajar,kreatif,daninovatif;
f. berkemandirianekonomi;dan
g. gemarbermusyawarahdangotongroyong.

Huruff

Yangdimaksuddengan“hakKeluarga”antaralain:

a. memperolehdukunganPemerintahPusatdanPemerintahDaerah

dalam rangka penguatan nilai-nilaidan fungsikeluarga,serta

peningkatankapasitasdankemandiriankeluarga;

b. hidupdalam tatananmasyarakatyangamandantentram,saling

menghormati,menghargai,danmelindungisatusamalain;

c. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal,

pendidikan,kesehatan,pekerjaan,danketerampilan;

d. mendapatkanpelindungandanbantuanuntukmenjagakeutuhan

dan kesejahteraan keluarga,termasuk pelindungan khusus bagi

Keluargadenganpenyandangdisabilitas;dan

e. berkomunikasidanmemperolehinformasimengenaiKeluargayang

diperlukanuntukmengembangkanpribadidanlingkungansosialnya.

Yangdimaksuddengan“kewajibanKeluarga”antaralain:

a. berperan serta dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga di

lingkungannya untuk mewujudkan Keluarga Indonesia yang

berkualitas;

b. menghormatihak Keluarga lain dalam kehidupan beragama,

bermasyarakat,berbangsadanbernegara;

c. melindungiKeluargadanmasyarakatdilingkungannyadaribahaya
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pornografi,pergaulanseksbebas,sertapenyalahgunaannarkotika,

alkohol,psikotropika,danzatadiktiflainnya;

d. melaksanakanpendidikankarakterdanakhlakmulia;dan

e. mengasihi, menghargai, melindungi, menghormati anggota

keluarga.

Pasal4

Yang dimaksud dengan “bersifat hulu” adalahpendekatanPembangunan

KetahananKeluargayangdimulaisejakawalpembentukanKeluargadengan

mendidik Keluarga agarmemilikiketerampilan hidup sehingga Keluarga

mampu mengelola sumberdaya,mengenali,mengantisipasi,mencegah,

mengelola kerentanan dan krisis,serta masalah sosial,kekerasan,dan

kejahatan seksualdalam kehidupan Keluarga dan lingkungannya,sehingga

menjadiKeluargaBerkualitas.

Yangdimaksuddengan“fungsiKeluarga”meliputifungsi:

a. agama;

b. cintakasih;

c. pendidikandansosialisasi;

d. sosialbudaya;

e. ekonomi;

f. reproduksi;

g. pelindungan;dan

h. pembinaanlingkungan.

Pasal5

Hurufa

Yang dimaksud dengan “ketahanan mental-spiritual” menunjukkan

kemampuananggotaKeluargadalam memperolehkebutuhanrohaniyang

tercermindalam sikapdanperilakusesuaidenganagamadankeyakinan

yangdianut.

Hurufb

Yang dimaksud dengan “ketahanan fisik-ekonomi” menunjukkan

kemampuan anggota Keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar

Keluarga.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “ketahanan sosial”menunjukkan

kemampuan anggota Keluargauntukmengoptimalkansumberdaya

nonfisikKeluarga.

Hurufd

Yang dimaksud dengan “Ketahanan psikologis” menunjukkan

kemampuan anggota Keluargamengelola emosidan membangun

konsepdiriyangpositifsehinggaterciptahubunganyangharmonisdalam

kehidupankeluarga,masyarakat,bangsa,dannegara.

Pasal6

Cukupjelas.
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Pasal7

Cukupjelas.

Pasal9

Cukupjelas.

Pasal10

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Hurufa

Cukupjelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.

Huruff

Cukupjelas.

Hurufg

Yangdimaksuddengan“keluargaketikaanakmulaimeninggalkan

rumah”misalnyakarenamenikah,sekolah,atautinggaldiasrama.

Hurufh

Cukupjelas.

Hurufi

Cukupjelas.

Pasal11

Yangdimaksuddengan“keberfungsianKeluarga”adalahkondisipemenuhan

fungsiolehKeluarga,baikfungsiinstrumentaldalam perolehannafkahdan

ekonomimaupunfungsiekspresifberupacintakasih,agama,pendidikandan

pengasuhan, reproduksi, pelindungan, sosial budaya, dan pembinaan

lingkungan.

Pasal12

Cukupjelas.

Pasal13

Ayat(1)

Yangdimaksuddengan"secararasionaldansistematis"adalahdengan

memperhatikan pengalaman,aspirasi,kebutuhan,dan permasalahan

keluarga.

Yang dimaksud dengan “setiap tahap pembangunan” adalah

pembangunanjangkapanjang,menengah,dantahunan.

Yang dimaksud dengan “siklus pembangunan” adalah perencanaan,
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penganggaran,pelaksanaan,pemantauan,danevaluasi.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Cukupjelas.

Pasal14

Hurufa

Yangdimaksuddengan“pemenuhanhakdasarKeluarga”adalahtermasuk

namuntidakterbataspadahaklegalitas,edukasiKeluarga,kesehatan

reproduksi, pengasuhan, kebutuhan khusus bagi Keluarga dengan

penyandangdisabilitas,danlansia.

Hurufb

Yangdimaksuddengan“pelindungandariKerentananKeluarga”adalah

termasuknamuntidakterbataspadapelindungankerentananpangan,

sandang,ketidaklayakan tempattinggaldan lingkungan,pendidikan,

kesehatan,pekerjaan,danrasaaman.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “pelindungan khusus Keluarga” adalah

pelindungandaritindakdiskriminasi,eksploitasi,kekerasan,dankejahatan

seksual.

Hurufd

Yangdimaksuddengan“pemenuhanhakaksesinformasibagiKeluarga”

adalah termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan

pembangunan,sumberdayaekonomi,lingkunganlayak,sertaprosedur

danperizinankepemilikanlahan,bangunan,sertabarang.

Pasal15

Cukupjelas.

Pasal16

Cukupjelas.

Pasal17

Cukupjelas.

Pasal18

Cukupjelas.

Pasal19

Cukupjelas.

Pasal20

Cukupjelas.

Pasal21

Cukupjelas.

Pasal22

Cukupjelas.

Pasal22
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Cukupjelas.

Pasal23

Cukupjelas.

Pasal24

Cukupjelas.

Pasal25

Cukupjelas.

Pasal26

Cukupjelas.

Pasal27

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat(2)

Hurufa

Yang dimaksud dengan “pekerjaan ramah Keluarga” adalah

pencaharianyangmenjadisumbernafkahsehinggamemungkinkan

keluarga memenuhifungsiekonomisekaligus memenuhiseluruh

fungsikeluarga lainnya untuk membangun harmonisasiinteraksi

dalam lingkunganinternaldaneksternalKeluarga.

Hurufb

Yangdimaksuddengan“wilayahramahKeluarga”adalahprovinsidan

kabupaten/kotayangmempunyaisistem pembangunanberbasishak

Keluarga melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya

Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah,dan masyarakat secara

terencana,menyeluruhdanberkelanjutandalam kebijakan,program,

dankegiatanuntukmenjaminterpenuhinyahakKeluarga.

Pasal28

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Hurufa

Yangdimaksuddengan“pengaturanaktivitasbekerjayangramah

keluarga”adalah memberikan kesempatan kepada pekerja untuk

mengelolajadwalkerjanyasendiri,baikdalam bentukpengaturan

jadwalmaupunpenguranganjam kerja,melalui:

a. bekerjadarirumah;

b. pembagianpekerjaandenganoranglain;

c. bekerjajarakjauh;

d. jam kerjadimampatkan;

e. kerjadenganwaktuyangfleksibel;

f. kerjaparuhwaktu;dan
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g. pengaturanjadwalsendiri.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.

Huruff

Cukupjelas.

Hurufg

Cukupjelas.

Hurufh

Cukupjelas.

Hurufi

Yang dimaksud dengan “pengampu”adalah orang yang menjadi

pengawasseseorang yang sudahdewasanamundianggap tidak

cakapbertindakuntukmelakukanperbuatanhukum.

Pasal29

Cukupjelas.

Pasal30

Cukupjelas.

Pasal31

Cukupjelas.

Pasal32

Cukupjelas.

Pasal33

Cukupjelas.

Pasal34

Cukupjelas.

Pasal35

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Cukupjelas.

Ayat(3)

Yangdimaksuddengan“pengembangankapasitasKetahananKeluarga”

adalah proses membangun atau meningkatkan kemampuan individu,

Keluarga,danmasyarakatagardapatmemecahkanpermasalahanyang

dihadapidanmewujudkantujuanKetahananKeluarga.

Pasal36

Cukupjelas.
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Pasal37

Cukupjelas.

Pasal38

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Yangdimaksuddengan“nilai-nilaiKeluarga”mencakup:

a.keimanandanketakwaankepadaTuhanyangMahaEsa;

b.cintatanahair;

c.kejujuran;

d.kasihsayangsertakepedulianpadasesamamanusiadanlingkungan

alam;

e.kesusilaandansopansantun;

f.kesederhanaan;

g.kedisiplinan,kemandiriandantanggungjawab;

h.gotongroyongdanmusyawarah;serta

i.pantangmenyerah,kerjakeras,kreatif,daninovatif.

Pasal39

Cukupjelas.

Pasal40

Cukupjelas.

Pasal41

Ayat(1)

Yangdimaksuddengan“mediaelektronik”dapatberbentukanalogdan

digital.

Ayat(2)

Yangdimaksuddengan“mediadaring”adalahmediadalam jaringanyang

dalam penggunaanyaterhubungmelaluikoneksiinternet.

Yangdimaksuddengan“medialuring”adalahmedialuarjaringanyang

dalam penggunaannyatidakterhubungdengankoneksiinternet.

Pasal41Pasal42

Cukupjelas.

Pasal42Pasal43

Cukupjelas.

Pasal43Pasal44

Cukupjelas.

Pasal44Pasal45

Cukupjelas.

Pasal45Pasal46

Cukupjelas.

Pasal46Pasal47

Ayat(1)

Cukupjelas.
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Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “kelentingan Keluarga”adalah kemampuan

Keluarga untukmampubertahanketikamenghadapikrisisdanbahkan

mampu bangkit pada keadaan semula setelah terjadikemalangan

ataukrisisdalam Keluarga.

Ayat(3)

Hurufa

Yang dimaksud dengan “keterpurukan ekonomi” sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi Keluarga yang

mengalamikekurangan dalam halekonomiakibatdarihilangnya

matapencaharianKeluargadisebabkanolehpemutusankontrakkerja

ataukebangkrutanusahaakibatbencanaalam dan/ataunonalam.

Hurufb

Yangdimaksuddengan“situasirentankarenakematianorangtua”

adalahsituasiyangdihadapiolehAnakyangberstatusyatim,piatu,

atauyatim piatu.

Hurufc

Yangdimaksuddengan“kerentanansosialkeluarga”adalahkondisi

keterpisahanorangtuadariAnakkarenatuntutanpekerjaan(pekerja

migran),atau perpisahan orang tua,dan orang tua mengalami

penyakitkronis.

Hurufd

Cukupjelas.

Ayat(4)

Hurufa

Yangdimaksuddengan“stimulanpemberdayaanekonomikeluarga”

dapatberupabantuanpelatihankerja,modalusaha,inkubasibisnis

Keluarga, dan fasilitas-fasilitas lain yang dapat mendukung

keberlangsungandanpengembangankemandirianekonomiKeluarga.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.

Huruff

Cukupjelas.

Hurufg

Cukupjelas.

Hurufh

Cukupjelas.
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Hurufi

Cukupjelas.

Pasal48

Cukupjelas.

Pasal49

Cukupjelas.

Pasal50

Cukupjelas.

Pasal51

Cukupjelas.

Pasal52

Cukupjelas.

Pasal53

Cukupjelas.

Pasal54

Cukupjelas.

Pasal55

Cukupjelas.

Pasal56

Ayat(1)

Cukupjelas.

Ayat(2)

Hurufa

Cukupjelas.

Hurufb

Cukupjelas.

Hurufc

Cukupjelas.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukupjelas.

Huruff

Cukupjelas.

Hurufg

Cukupjelas.

Hurufh

Yangdimaksuddengan“badanusaha”adalahsetiapbadanhukum

yangdapatberbentukbadanusahamiliknegara,badanusahamilik

daerah,koperasi,yayasan,atau swasta yang didirikan sesuai

denganketentuanperaturanperundang-undanganyangmenjalankan

jenisusahatetapdanterusmenerusyangbekerjadanberkedudukan
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dalam wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

Pasal57

Cukupjelas.

Pasal58

Cukupjelas.

Pasal59

Cukupjelas.

Pasal60

Cukupjelas.

Pasal61

Cukupjelas.

Pasal62

Cukupjelas.

Pasal63

Cukupjelas.

Pasal64

Cukupjelas.

Pasal65

Cukupjelas.

Pasal66

Cukupjelas.

Pasal67

Cukupjelas.
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